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GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR   7   TAHUN  2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 83 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014 
 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak 

dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta 

penyempurnaan dalam hal pengelolaan keuangan daerah pada SKPD 

dan PPKD, perlu dilakukan pergeseran atau penyesuaian anggaran 

pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (DPA-PPKD); 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  

huruf a, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 

menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi 

Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

4. Undang 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5280);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 
21. Peraturan 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614);  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah      

Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 

 
28. Peraturan 
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5161); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);  

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

32. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang   

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah;   

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya 

Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentungan Umum Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014; 

39. Peraturan 
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39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2013 tentang 

Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun 

Anggaran 2014; 

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2013 tentang Alokasi 

Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 

2014; 

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);   

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 

Nomor 1 Seri B); 

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang  

Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 

Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36); 

44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 

Nomor 3 Seri A); 

45. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2013 tentang  

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2014; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2014. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 

Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2013 Nomor 84 Seri E), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
 

1. Pendapatan: 

a. Pendapatan Asli  

 Daerah  Rp. 12.503.564.801.835,00  

b. Dana Perimbangan Rp.   3.459.730.701.917,00 

c. Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah  Rp.  2.836.281.806.000,00 

Jumlah Pendapataneh Perubah  Rp. 18.799.577.309.752,00 

 

2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung: 

1) Belanja Pegawai Rp. 1.960.973.671.000,00 

2) Belanja Bunga Rp.   4.174.939.236,00  

3) Belanja Subsidi Rp.   -   

4) Belanja Hibah Rp. 4.542.219.660.000,00  

5) Belanja Bantuan  

Sosial Rp. 12.149.380.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil  

Kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota  

dan Pemerintahan  

Desa Rp. 4.443.118.747.850,00 

7) Belanja Bantuan  

Keuangan  

Kepada Pemerintah  

Daerah dan 

Pemerintahan  

Desa Rp. 1.728.357.577.316,00 

8) Belanja Tidak  

Terduga Rp. 64.049.718.766,00 

  Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 12.755.043.694.168,00 
 

b. Belanja Langsung: 

1) Belanja Pegawai Rp.  698.273.781.414,00  

2) Belanja Barang  

dan Jasa Rp.  4.124.545.433.357,00 

Belanja Modal Rp. 1.219.071.801.479,00 

 Jumlah Belanja Langsung  Rp.  6.041.891.016.250,00 

Jumlah Belanja   Rp. 18.796.934.710.418,00 

Surplus/(Defisit)    Rp.          2.642.599.334,00 

 

3. Pembiayaan 
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3. Pembiayaan:  

a. Penerimaan  

  Pembiayaan  Rp.     813.990.632.000,00 

b. Pengeluaran  

Pembiayaan Rp.     162.733.333.334,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto  Rp.    651.257.298.666,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

tahun berkenaan Rp. 653.899.898.000,00     

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal  3 
 

Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih 

lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD).  

 

3. Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2013 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut: 

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 

Anggaran 2014: 

1) Kode Rekening 4 Pendapatan Daerah Rp. 17.393.777.959.752,00 

diubah sehingga berbunyi Rp. 18.799.577.309.752,00; 

2) Kode Rekening 5 Belanja Daerah Rp. 17.811.135.360.418,00 diubah 

sehingga berbunyi Rp. 18.796.934.710.418,00; 

b. Lampiran II Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, 

Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, pada: 

1) Kode Rekening 1.01 0100 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; 

2) Kode Rekening 1.07 0100 Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas 

Angkutan Jalan;   

3) Kode Rekening 1.20 0700 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;  

4) Kode Rekening 1.20 0900 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(PPKD); 

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja 

Hibah Berupa Uang, pada:  

Kode Rekening 5.1.4.06.001 Belanja Hibah  BOS Kepada Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah Rp. 2.777.420.060.000,00 diubah 

sehingga berbunyi Rp. 2.783.219.410.000,00.  

d. Lampiran 
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d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 

Bantuan Sosial Berupa Uang, pada Kode Rekening 5.1.5.01.003 Belanja 

Bantuan Sosial Bidang Kesejahteraan Rakyat, pada Kolom 2:  

1) Bantuan untuk 1000 WTS Rp. 3.000.000.000,00 diubah menjadi 

Belanja Bantuan Sosial Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk 

mengatasi kemungkinan terjadinya kerentanan/resiko sosial                             

Rp. 3.000.000.000,00; 

2) Bantuan untuk 200 Mucikari Rp. 1.000.000.000,00 diubah menjadi 

Belanja bantuan sosial untuk WTS dan atau Mucikari                     

Rp. 1.000.000.000,00. 

e. Rincian perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 

Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 sebagaimana 

dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini.  

 

Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 

Timur. 

 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal  10 Pebruari 2014                                 

 

 GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

  Dr. H. SOEKARWO 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I 
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Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal 10 Pebruari 2014 

 

KEPALA BIRO HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19640319 198903 1 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E. 

 


